
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat peroleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1 Pelaksanaan hukuman mati dicantumkan dalam pasal 11 KUHP 

menentukan : Algojo melaksanakan hukuman mati dengan memanfaatkan 

tiang gantungan, khususnya dengan memasang tali di leher terpidana dan 

selanjutnya melepaskan penyangga di bawah kaki mereka. Penerapan 

hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, 

khususnya Pasal 100 Ayat 1 KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim 

berwenang menjatuhkan pidana mati, namun dengan masa percobaan 10 

tahun. Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa faktor, termasuk 

ekspresi penyesalan terdakwa dan potensi pertumbuhan pribadinya, serta 

tingkat keterlibatannya dalam kejahatan tersebut.  

2 Pada KUHP lama, Dimasukkannya hukuman mati dalam Pasal 10 

menandakan klasifikasinya sebagai salah satu bentuk hukuman utama. 

Menurut hukum positif Indonesia, hukuman mati atau hukuman mati 

dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat. Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), hukuman mati dikategorikan 

sebagai delik tersendiri sehingga memberikan alternatif hukuman. Pengguna 
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sedang membahas Pasal 67 KUHP baru tentang hukuman mati. Mereka 

menyebutkan bahwa hal tersebut dianggap sebagai kejahatan khusus dan 

secara konsisten disajikan sebagai potensi hukuman. 

B. Saran 

 Untuk pemerintah agar segera di terbitkan peraturan pelaksaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) khususnya berkaitan dengan prosedur atau mekanisme hukuman mati. 
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